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ABSTRAK 

 

Nama :  Satria Andhika  

NIM : 150106047 

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum 

Judul  : Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota 

Lhokseumawe 

Pembimbing I  :  Dr. Khairuddin, S. Ag., M.Ag 

Pembimbing II  :  Rispalman, SH., M.H. 

Kata kunci : Pajak, Pemungutan Pajak, DPKAD 

 

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pemasukan 

daerah adalah iuran berbagai jenis pajak. Pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan negara yang telah diatur dalam perundang-undangan yang 

digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pajak yang dipungut 

oleh pemerintah terdiri dari berbagai macam pajak, salah satunya pajak restoran. 

Pajak restoran merupakan salah satu iuran yang dipungut pemerintah sebagai 

pemasukan daerah. Terkhusus untuk daerah Aceh, pajak tersebut juga diatur di 

dalam qanun setiap daerah di Aceh termasuk Kota Lhokseumawe. Pada tahun 

2015 hingga 2017 pendapatan pajak restoran di Kota Lhokseumawe terus 

mengalami kenaikan, realisasi pendapatan pajak melebihi target yang 

ditetapkan, namun pada tahun 2018 dilakukan perubahan qanun terkait dengan 

perpajakan yang kemudian pendapatan pajak restoran malah mengalami 

penurunan, realisasi pendapatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. 

Perubahan ini terjadi pada Qanun Nomor 10 tahun 2012 menjadi Qanun Nomor 

3 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: pertama, 

bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh 

DPKAD kota Lhokseumawe; kedua, apa faktor penghambat pemungutan pajak 

restoran di kota Lhokseumawe serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi 

kendala tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan 

(field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi wajib pajak enggan membayar pajak, yaitu kurangnya omset, 

kurangnya kesadaran wajib pajak, adanya isu penghapusan pajak, tidak ada 

timbal balik keuntungan bagi wajib pajak, dan peraturan yang berlaku tidak 

dijalankan secara tegas. Adapun solusi yang dilakukan oleh pihak DPKAD 

adalah membuat surat peringatan kepada wajib pajak yang tidak mau membayar 

pajak, meningkatkan sistem dalam pengawasan di lapangan oleh petugas 

penagihan, dan memaksimalkan pemungutan pajak dari subjek dan objek pajak 

restoran yang sudah ditargetkan serta bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri 

(Kejari) Kota Lhokseumawe dalam menangangi pajak terutang. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

 

1. Konsonan 

 

 

 

 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 Tidak ا 1

dilambangkan 

 t t dengan ط 16 

titik di 

bawahnya 

 z z dengan ظ B  17 ب 2

titik di 

bawahnya 

  ‘ ع T  18 ت 3

  g غ Tsâ  19 ث 4

 S s dengan ج 5

titik di 

atasnya 

  f ف 20

 H h dengan ح 6

titik di 

bawahnya 

  q ق 21

  k ك Kh  22 خ 7

  l ل D  23 د 8

 Z z dengan ذ 9

titik di 

atasnya 

  m م 24

  n ن R  25 ر 10

  w و Z  26 ز 11

  h هـ S  27 س 12

  hamzah ء Sy  28 ش 13

 S s dengan ص 14

titik di 

bawahnya 

  y ي 29

 D d dengan ض 15

titik di 

bawahnya 

    



 

 

 

1. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut : 

 

 

 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu : 

 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

 Fathah dan ya ai ــــَــ ي

 Fathah dan wau au ــــَــ و

 

Contoh: 

 haula = لحو                                                             kaifa = كيف                   

2. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 

 Fattah dan alif atau ya a ــــَــ ا/ي
 Kasrah dan ya i ــــِـ ي
 Dhammah dan waw u ـــُـ و

 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin 

 Fathah a ــــَــ

 Kasrah i ــــِـ

 Dhammah u ـــُـ



 

 

 

Contoh : 

qāla     = قـال  

rāma   =   مـا  

qīla      = قـيـل  

yaqūlu = يـقـول 

 
3. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h 

Contoh : 

 raudah al-atfal = ر و ض ة ا لا ط فا ل

 

Catatan : 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn 

Sulaiman 

2. Nama negara dan kota ditulis  menurut ejaan bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut; bukan Bayrut; dan sebagainya. 



 

 

 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa 

Indoneia tidak ditransliterasikan. Contoh : Tasauf, bukan 

Tasawuf. 
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1 

BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang telah diatur 

di dalam perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan 

pembangunan nasional. Pajak sudah menjadi salah satu kewajiban warga negara 

Indonesia yang dapat dipaksakan dalam penagihannya. Pada dasarnya, 

pembangunan di Indonesia dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintahan. 

Oleh karena itu, peran masyarakat dalam membayar pajak sangat penting, 

karena mempengaruhi pembangunan yang dilakukan. Hal ini dapat diwujudkan 

dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar 

pajak. 
1
 

 Dalam al-Quran hanya satu kali saja terdapat  kata “pajak” dapat disebut 

dengan istilah jizyah, yaitu terdapat pada  surah Al-Taubah [9]:29).  

 

ِ  باِ يؤُْمِنوُْنَ  لَا  الَّذِيْنَ  تلِوُا قاَ
مُوْنَ  وَلَا  خِرِ  الْاٰ  لْيوَْمِ  باِ وَلَا  لّلٰ مَ  مَا يحَُرِّ  حَرَّ

 ُ
ـقَ  دِيْنَ  يدَِيْنوُْنَ  وَلَا  رَسُوْلهُ   وَ  اّللٰ ى الْـكِتٰبَ  اوُْتُوا الَّذِيْنَ  مِنَ  الْح  ت ٰ  يُعْطُوا ح 

ةَ الْجَِ زْي  نَْ  دَ  ع  هُمَْ يَّ نَ صٰغِرُوَْ وَّ   

 

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang 

diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang 

benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada 

mereka,  

                                                             
1
 Aslim, Hamzah A, Nur M. “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan 

Asli  Daerah Kota Banda Aceh”. Jurnal Ilmu Ekonomi,  Vol 2, No. 3, Agustus 2014, hlm.60-66. 



2 

 

 

 

 

 

sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan 

tunduk [29] 

 Konsep pajak sudah digunakan sejak zaman Rasulullah dalam 

pemerintahannya. Rasulullah menetapkan pajak jizyah yang dibebankan kepada 

orang-orang non muslim khususnya ahli kitab, jaminan keselamatan jiwa, harta 

milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. 

Kemudian, Rasulullah juga menerapkan sistem kharaj, yaitu pajak tanah yang 

dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah Khabair ditaklukan, tanah hasil 

taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak 

untuk mengelola tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia 

memberikan separuh hasil produksinya kepada negara, dalam perkembangannya 

kharaj menjadi sumber pemasukan bagi negara.
2
 

 Pajak sendiri telah digunakan pada masa khalifah, salah satunya pada 

masa Umar bin Khatab, dimana diinstruksikan kepada setiap gubernur untuk 

menarik zakat dari satu kuda yang bernilai 20.000 (dua puluh ribu) dirham 

sebesar satu dinar dan uang tersebut diberikan kepada fakir miskin serta budak-

budak. Dalam penetapan kharaj, Umar sendiri sangat teliti dalam memberikan 

beban yang ditetapkan kepada si penyewa. Khalifah Umar juga menentukan 

jizyah, dengan melihat kondisi daerah yang berbeda-beda. Kepada penduduk 

Syam  dan Mesir, ditentukan 4 (empat) dinar bagi yang kaya, 2 (dua) dinar bagi 

kalangan menengah, dan 1 (satu) dinar bagi orang miskin yang mempunyai 

penghasilan. Diwajibkan kepada mereka untuk memberi makan kepada tentara 

muslim. Kepada penduduk Irak, diwajibkan membayar jizyah sebesar 48 dirham 

                                                             
2 Turmudi, Muhammad. “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan 

Pemanfaatan Pajak Dan Zakat)”. Jurnal Al-‘Adl, Vol 8, No 1, Januari 2015, hlm. 128-142. 



3 

 

 

 

bagi orang kaya, 24 dirham bagi kalangan menengah, dan 12 dirham bagi orang 

miskin yang  berpenghasilan.
3
 

 Dalam konteks Indonesia, pajak dibagi menurut wewenang pemungutan 

pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ditetapkan 

oleh pusat meliputi pajak penghasilan dan pajak pertambah nilai, serta pajak 

daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah telah mengeluarkan  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan perubahannya dengan Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berfokus pada otonomi  daerah, 

dan Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah diberi kekuasaan yang 

lebih besar untuk menetapkan sendiri tarif pengenaan pajaknya.
4
 

 Salah satu jenis pajak yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe adalah pajak restoran. 

Pemungutan pajak restoran didasarkan pada Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 

3 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran yang merupakan pembaharuan dari Qanun 

Nomor 10 Tahun 2012. Pajak restoran merupakan salah satu pendapatan asli 

daerah (PAD) yang penting dalam upaya pembiayaan penyelenggaran dan 

pembangunan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pajak restoran adalah 

pajak atas semua pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran. 

Berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak 

restoran, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan 

untuk kelancaran pembangunan daerah.  

 Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Pajak Restoran, penyelenggara restoran meliputi: rumah makan, cafetaria, 

kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Berdasarkan 

Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe tahun 

anggaran 2017 diketahui bahwa realisasi pajak restoran lebih tinggi dari target 
                                                             

3 Sari, Nurma. “Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin 

Khattab”. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 1, No 2, September 2015, hlm. 172-184. 
4
 Waluyo, Perpajakan Teori dan Kasus (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 21. 
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yang ditetapkan. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan sebesar Rp. 

3,000,000,000.00, realisasinya sebesar Rp.2,513,236,194.00. Hal ini berarti 

target pajak tidak tercapai sebesar Rp.486,763,806.00 dari target yang 

ditetapakan. 

 Ketetapan mengenai pajak restoran dalam Qanun Kota Lhokseumawe 

Nomor  3 Tahun 2018 tidak berlaku untuk anggaran pendapatan 2015, 2016, 

2017. Pada ketiga tahun tersebut masih menggunakan ketetapan yang berlaku 

dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012. Ketika terjadi 

perubahan ketetapan dalam pembaharuan qanun mengakibatkan terjadinya 

penunurunan pendapatan pajak restoran pada tahun 2018. Padahal perubahan 

atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran 

dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dan mewujudkan 

transparansi serta akuntabilitas daerah.  

 Berdasarkan permasalahan di atas, judul yang diambil untuk diteliti 

adalah “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe”.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak restoran oleh DPKAD di Kota 

Lhokseumawe ditinjau dari Qanun Nomor 13 Tahun 2018? 

2. Apa faktor penghambat pemungutan pajak restoran di Kota 

Lhokseumawe? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh DPKAD dalam menangani 

hambatan pemungutan pajak restoran di Kota Lhokseumawe? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 Berikut merupakan tujuan penelitian: 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak restoran pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemungutan pajak restoran di 

Kota Lhokseumawe. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh DPKAD dalam menangani 

hambatan pemungutan pajak restoran di Kota Lhokseumawe. 

D. Penjelasan Istilah 

 Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca, maka perlu diberi 

penjelasan istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, yaitu: 

 

1. Pemungutan  

Istilah pemungutan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” 

mempunyai arti proses, cara, perbuatan memungut,
5
 pemungutan berasal dari 

kata dasar pungut. Pemungutan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata 

benda sehingga pemungutan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, 

atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pemungutan juga bisa diartikan 

sebagai suatau rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 

subjek pajak untuk penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai dengan 

kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran. 

2. Pajak restoran  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22,23 dan Qanun 

Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 1 angka 12, pajak restoran 

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang 

dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, 

kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. 

 

                                                             
5 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005. 
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E. Kajian Pustaka 

 Penelitian mengenai pelaksanaan pemungutan pajak restoran ini 

sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut 

memiliki tujuan yang relatif sama dengan tema kajian yang dilakukan, yaitu: 

1. Sinta Pramana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 

Banda Aceh tahun 2016, skripsinya dengan judul: Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh. Dalam skripsi tersebut peneliti 

menjelaskan bahwa DPKAD telah menetapkan jangka waktu untuk masa 

pajak adalah satu bulan, namun berdasarkan yang terjadi di lapangan ada 

beberapa wajib pajak yang tidak mengisi pendataan selama tiga bulan 

sekali dan kurangnya petugas yang turun ke lapangan secara tidak berkala 

menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan pajak restoran.  

2. Cut Ghina Wahyuni mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  

tahun 2017, skripsinya berjudul: Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel 

dan Restoran di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Dalam 

skripsi ini dijelaskan bahwa pajak yang ditetapkan untuk pajak restoran 

dan hotel adalah sebesar 10% dimana hal ini sudah tertera di dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Namun pada realisasinya, pemungutan pajak hotel dan 

pajak restoran tidak berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam 

Qanun Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Hasil dari penelitian yang 

dilakukan dijelaskan bahwa target penerimaan pendapatan daerah tahun 

2015 untuk pajak hotel dan restoran masih jauh dari yang ditargetkan, hal 

ini diakibatkan beberapa kendala seperti kurangnya omset penjualan, tidak 

ada izin camat, kurangnya sosialisasi tentang pajak dan petugas pemungut 

pajak yang tidak tegas. Upaya yang ditempuh oleh DPKKD adalah dengan 

mengeluarkan surat teguran, melakukan penjemputan pajak dan 

menerapkan pengenaan sanksi sebesar 2% dari pajak terutang. 
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3. Artikel I Dewa Gede Herman Yudiawan, dkk dalam jurnal e-journal S1 

Volume 8, Nomor 2, tahun 2017, yang berjudul: Kontribusi Pajak 

Restoran Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Bangli. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa pajak restoran merupakan 

pendapatan daerah yang akan meningkatkan Pendapatan Asli daerah 

Kabupaten Bangli. Kontribusi dari pajak restoran terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Bangli dari tahun ke tahun masih tergolong sangat 

rendah, dimana terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya 

penerimaan pajak restoran yang ada di kabupaten tersebut, diantaranya 

adalah faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor 

masyarakat dan faktor budaya. Pemerintah kabupaten Bangli telah 

melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak 

restoran, yaitu pemerintah telah membeikan sanksi administratif kepada 

restoran yang menunggak pajak dan kini telah bekerja sama dengan 

kejaksaan kabupaten Bangli untuk melakukan penagihan pajak. 

4.  Artikel Aditya Baskara, dkk dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) 

Volume 56, Nomor 1, Maret 2018, yang berjudul: Evaluasi Tingkat 

Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak 

Daerah. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Kota Malang memiliki 

potensi yang cukup besar dalam meningkatkan PAD yang sangat 

diperlukan dalam mendanai pembangunan daerahnya, khususnya dari 

sektor pajak restoran. Teknik analisis data yang digunakan adalah (1) 

mengukur dan mendeskripsikan tingkat efektifitas pemungutan pajak 

restoran (2) mengukur dan mendeskripsikan laju pertumbuhan pajak 

resrotan (3) mengukur dan mendeskripsikan kontribusi pajak restoran 

terhadap pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

efektifitas pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kota Malang 

pada tahun 2011 sampai tahun 2015 berada pada kriteria sangat efektif. 

Sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah 
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Kota Malang pada tahun 2011 sampai dengan tahhun 2015 ada dalam 

kategori kurang, yang artinya kontribusi pajak restoran Kota Malang tahun 

2011 hingga 2015 belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap 

penerimaan pajak daerah Kota Malang.  

 Berbeda dari penelitian sebelumnya, fokus penelitian ini adalah melihat 

pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Lhokseumawe berdasarkan 

Qanun Nomor 3 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Qanun Nomor 10 

Tahun 2012. 

 

F. Metode Penelitian 

 Penelitian skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yang memaparkan dan menggambarkan keadaaan serta fenomena yang lebih 

jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu 

suatu penelitian yang cermat dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, dan 

juga merupakan suatu penelitian yang merupakan gabungan dari penelitian 

teoritis dan penelitian sosiologis. Bahan penelitian ini terdiri dari: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung 

melalui wawancara dengan informan, yaitu 2 (dua) Pegawai Kantor Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe dan 15 orang 

pemilik restoran. 

2. Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data skunder 

umumnya bisa berupa dokumen, arsip, perumusan dan catatan lain yang 

diperlukan, serta buku-buku yang membahas tentang perpajakan dan data-

data yang bersumber dari internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan 

data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat 

hasil yang valid serta Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 tahun 2018. 
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1. Lokasi penelitian  

  Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPKAD) Jl. Merdeka No 145 Telp (0645) 46997 Fax.(0645) 41991 

Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, kemudian adanya pencarian data pada objek-

objek yang mempunyai kapasitas dalam memberikan informasi sesuai dengan 

judul penulis dan juga dapat dikumpulkan data dengan tempat yang berbeda 

seperti pustaka dan data-data lewat berkas yang ada pada kantor (DPKAD). 

2. Penentuan informan 

 Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian yang benar-benar 

mengetahui permasalahan yang diteliti, yaitu: 

a. Petugas lapangan sebanyak 2 (dua) orang dari DPKAD.  

b. Lima belas owner atau pengusaha restoran yang terdaftar wajib pajak 

dalam tiga kecamatan. 

 Kecamatan Muara Satu : 5 Wajib pajak yang diwawancarai 

 Kecamatan Muara Dua : 5 Wajib pajak yang diwawancarai 

 Kecamatan Banda Sakti : 5 Wajib pajak yang diwawancarai 

 

3. Teknik pengambilan data 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan situasi berhadap-hadapan antara pewawancara 

dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan 

dan bertujuan mendapatkan data tentang respon dengan minimum bias dan 

maksimum efisiensi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

terhadap pegawai kantor DPKAD dan kepada owner dari beberapa restoran. 

Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari kedua 

belah pihak. 
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b. Dokumen 

Dokumen merupakan informasi yang dikumpulkan dan bisa diakses 

serta digunakan. Dokumen tersebut berguna untuk menjamin bahwa 

dokumen tersedia dan beredar di suatu instansi merupakan dokumen terkini 

(update) dan telah disahkan sebagai dokumen yang berlaku. 

4. Teknik analisis data 

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengolahan data secara 

kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik, akan 

tetapi dalam bentuk pertanyaan dan uraian yang selanjutnya akan disusun 

secara sistematis dalam bentuk tugas akhir (skripsi). Data yang diperoleh dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis 

berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan 

dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit 

terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut 

disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 

menggambarkan sesuai dengan permasalah yang berkaitan dengan penelitian 

ini, kemudian bahan yang terkumpul diolah dan dianalisis secara normatif 

dan kualitatif. 

5. Teknik penulisan 

Laporan skripsi ini ditulis dengan berpedoman pada buku Pedoman 

Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Ar-Raniry tahun 2019. Adapun terjemahan ayat al-Qur’an dipedomani pada 

Al-Qur’an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Penerbit Jabal tahun 2018.  

 

G. Sistematika Penulisan 

 Untuk memperoleh pemahaman dalam penelitian ini penulis menyusun 

penulisan  dalam hal-hal berdasarkan dari yang bersifat umum sampai hal-hal 

yang bersifat khusus: 
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 Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode 

penelitian, dan sitematika penulisan. 

Bab dua berisi mengenai teori-teori yang mendukung permasalahan yang  

dikaji yang memuat tentang pengertian dan dasar hukum pajak, asas-asas dan 

teori pajak, serta pemungutan pajak. 

Bab tiga membahas mengenai peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (DPKAD) dalam pemungutan pajak restoran di Kota 

Lhokseumawe. Pembahasan meliputi pelaksanaan pemungutan pajak restoran, 

target dan realisasi pajak restoran berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2018, 

faktor-faktor yang menyebabkan subjek pajak enggan membayar pajak restoran, 

upaya yang dilakukan DPKAD, dan hambatan pungutan pajak dan 

penanganannya. Sedangkan bab empat berisi kesimpulan penelitian dan saran.
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BAB DUA 

GAMBARAN UMUM TENTANG PAJAK 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak 

1. Pengertian pajak  

 Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat untuk negara, iuran 

tersebut digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. 

Manfaat dari pajak memang tidak dirasakan langsung oleh rakyat yang 

membayar pajak, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk 

kepentingan pribadi. Dana dari pajak merupakan salah satu dana yang 

digunakan pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur umum, baik 

dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak telah 

diatur pelaksanannya di dalam Undang-Undang. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Menurut P.J.A Andriani sebagaimana dikuti Darwin adalah 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara 

yang menyelenggarakan pemerintahan”.
6
 Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat 

dalam buku Tunggul Ansari Setia Negara yang berjudul Pengantar Hukum 

Pajak, pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan 

negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

                                                             
6
 Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 

hlm. 15. 
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kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, melainkan 

menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan.
7
 

2. Fungsi pajak 

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian 

pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Tunggul 

Ansari Setia Negara yaitu sebagai berikut:
8
 

a. Fungsi penerimaan (budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Struktur penerimaan negara 

telah bergeser yaitu dari penerimaan minyak dan gas ke penerimaan pajak. 

Peningkatan peran dan fungsi penerimaan negara dari sektor pajak 

mempengaruhi peningkatan pada anggaran tiap tahunnya. 

Pajak yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah pusat akan 

dimasukkan ke dalam kas negara, pajak tersebut nantinya akan diolah dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya rutin dan biaya pembangunan 

infrastruktur. 

b. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan rakyat di bidang sosial, 

ekonomi, dan budaya. Fungsi mengatur dari pajak dapat diberikan contoh 

sebagai berikut: 

 Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dimaksudkan 

untuk mngurangi konsumsi minuman keras. 

 Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dengan 

maksud untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 

                                                             
7
 Negara, T. A. S., Pengantar Hukum Pajak (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 

hlm. 5. 
8
 Ibid., hlm. 15. 
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 Tarif pajak untuk eskpor adalah 0% yang dimaksudkan untuk 

mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia. 

3. Jenis pajak 

 Menurut Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus, pajak 

di Indonesia secara umum dikelompokan menjadi 2 (dua) bagian, antara lain 

pajak pusat dan pajak daerah.
9
 

a. Pajak pusat 

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya: pajak penghasilan, 

pajak pertambahan, nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi 

dan bangunan serta bea problem atas tanah dan bangunan (BPTHTB). 

b. Pajak daerah  

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I 

(pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupatrn/kota) dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing pajak daerah terdiri atas: 

1) Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas 

air, biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor serta pajak pengambilan beban 

pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.  

2) Pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

paja reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian 

golongan C, serta pajak parkir. 

4. Unsur-unsur pajak 

Berdasarkan definisi-definisi mengenai pajak, maka dapat diketauhi 

unsur-unsur dari pajak, yaitu:
10

 

a. Adanya undang-undang yang mendasari, pemungutan pajak harus 

berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang.  

                                                             
9
 Resmi, Siti. Perpajakan Teori dan Kasus. (Jakarta: Salemba Empat,2007) , hlm. 10. 

10
 Ibid., hlm. 23. 
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b. Adanya penguasa pemungutan pajak, yang dimaksud penguasa di sini 

ialah pemerintah yang akan mengatur serta memungut pajak tersebut. 

Pemungutan pajak tidak dilakukan oleh pihak partikelir (swasta). 

c. Adanya subjek pajak, yang dimaksud dengan subjek pajak ialah orang 

pribadi atau badan yang dapat dibebani kewajiban untuk membayar pajak. 

d. Adanya objek pajak, artinya harus ada sasaran apa yang akan dibebani 

pajak, hal tersebut dapat berupa keadaan, perbuatan atau peristwa. 

e. Adanya masyarakat/kepentingan umum, hasil dari pemungutan pajak 

tersebut harus kembali kepada masyarakat atau untuk kepentingan 

masyarakat seperti pembangunan infrastruktur umum. 

f. Adanya surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak ini tidak bersifat 

mutlak tetapi fakultatif, artinya untuk jenis pajak tertentu kadang tidak 

memerlukan surat ketetapan pajak. 

5. Pajak dalam Islam 

Menurut Rasyid, pajak (dharibah) merupakan sebagai sumber pendapat 

negara. Dalam Al-Qur’an dan hadis tidak dibenarkan, zakat bagi orang-orang 

yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu 

kondisi dimana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat 

itu dibolehkan memungut pajak (dharibah) dengan ketentuan-ketentuan yang 

sangat tegas dan diputuskan oleh ahli halli wal aqdi.
11

 

Pajak merupakan salah satu bentuk mu’amalah dalam bidang ekonomi, 

sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai 

berbagai kebutuhan bersama. Dalam penelitian Turmudi bahwa tujuan dan zakat 

pada dasarnya sama, yaitu sama sama sebagai sumber dana yang akan 

digunakan untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat yang adil dan makmur 

yang merata dan berkesinambungan antara material dan spiritual. 
12

 

                                                             
11

 Surahman, M., dan Ilahi, F. “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam”. Amwaluna: Jurnal 

ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.1 No.2, Juli 2017, hlm. 166-177. 
12

 Ibid., hlm. 169. 



16 

 

 

 

Untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut syariah 

dengan pajak non-Islam, maka dipilihlah padanan kata bahasa Arab yaitu 

dharibah. Dharibah adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan 

karakteristiknya berbeda dengan pajak (tax) menurut teori eknomi non-Islam. 

Ringkasannya adalah sebagai berikut: 
13

 

Tabel 2.1 Tabel Ringkasan Pajak 

Nama/Sebutan Objek Subjek 

Pajak (Dharibah) Harta Selain Zakat Kaum Muslimin 

Jizyah Jiwa (An Nafs) Non Muslim 

Kharaj Tanah Taklukan Non Muslim 

 

 Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah, yang artinya 

mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, membebankan, 

dan lain-lain. Berikut merupakan beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) 

menurut Islam, yang membedakan dengan pajak dalam sistem non-Islam, 

yaitu:
14

 

a. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh 

dipungut ketika di baitul mal sudah tidak ada harta atau kurang. Ketika 

baitul mal sudah terisi kembali maka kewajiban pajak dihapuskan. 

b. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang 

merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang 

diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. 

c. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari 

non-muslim. Sebab, pajak (dharibah) dipungut untuk membiayai 

keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi 

kewajiban bagi kaum non-muslim. 

d. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak 

dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki 
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kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya 

bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. 

e. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang 

diperlukan,tidak boleh lebih. 

f. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. 

 

B. Asas-Asas dan Teori Pajak 

1. Asas-asas pemungutan pajak 

 Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dikenal adanya asas-asas 

pelaksanaan pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak, dan sistem 

pemungutan pajak.
15

 

a. Asas yurudis 

 Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan 

undang-undang, artinya pemungutan pajak tersebut harus terlebih dulu 

mendapat persetujuan rakyat (melalui wakil-wakil rakyat). Pajak merupakan 

peralihan kekayaan atau harta dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada 

imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan yang tidak 

ada imbalannya tersebut dalam kejadian sehari-hari hanya terjadi misalnya 

karena perampasan, penggarongan, pemberian hadiah secara sukarela dan lain-

lain.   

 Oleh karena itu, agar pemungutan pajak tidak dikatakan sebagai 

perampokan, penggarongan atau pemberian hadiah secara sukarela, maka 

disyaratkan bahwa pajak sebelum dikenakan kepada rakyat harus mendapat 

persetujuan dari rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota-anggotanya 

dipilih secara demokratis oleh rakyat, dan sekaligus mewakili rakyat, sehingga 

apabila DPR menyetujui rancangan undang-undang tentang pajak, maka berarti 

bahwa undang-undang tentang pajak tersebut juga telah disetujui oleh rakyat. 
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b. Asas ekonomis 

Pada asas ini disyaratkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Pajak harus dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh 

menghalangi usahanya dalam menuju kesejahteraan rakyat. 

2) Pajak tidak boleh menghalang-halangi lancarnya usaha perdagangan 

dan industri atau produksi. 

3) Pajak tidak boleh merugikan kepentingan umum. 

c. Asas umum dan merata 

Umum artinya adalah bahwa dalam asas ini menyatakan bahwa 

pemungutan pajak harus dikenakan kepada semua orang yang memenuhi syarat) 

tanpa padang bulu, dan merata artinya tekanan beban pajaknya sama (seuai 

dengan kemampuan masing-masing wajib pajak).
16

 

d. Asas domisili  

Asas ini memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak 

kepada wajib pajak (tax payer) yang bertempat tinggal di wilayahnya. Dengan 

kata lain pemungutan pjak didasarkan atas tempat tinggal atau domisili wajib 

pajak. Misalnya apabila seorang Warga Negara Indonesia (WNI) memperoleh 

penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia maka pemerintah Indonesia 

berwenangan memungut pajak kepada WNI yang bersangktuan hak atas 

penghasilan yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar tersebut. 

e. Asas sumber 

Asas ini memberikan kepada negara asal sumber pendapatan yang 

diperoleh oleh wajib pajak. Dengan kata lain pemngutan pajak didasarkan atas 

letak sumber pendapatan yang diperoleh tanpa memperlihatkan tempat tinggal 

wajib pajak. Misalnya, jika seorang Warga Negara Asing (WNA) memperoleh 
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penghasilan dari Indonesia, maka berdasar atas asas ini pemerintah Indonesia 

berwenang memungut pajak kepada WNA tersebut. 

f. Asas kebangsaan 

Asas kebangsaaan merupakan pemugutan pajak berdasarkan kebangsaan 

seseorang. Sehingga pengenaan/pemungutan pajak didasarkan asas kebangsaaan 

wajib pajak. Asas ini mengandung dua arti yaitu: 

1) Dalam arti aktif; artinya negara berwenang memungut pajak kepada 

semua warga negaranya dimana pun berada. 

2) Dalam arti pasif; artinya negara berwenang untuk memungut pajak 

terhadap warga negara asing yang tinggal di wilayah negaranya. 

g. Asas waktu  

Asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan pada 

saat wajib pajak dalam keadaan mampu membayar pajak. Misalnya, memungut 

pajak pada saat rakyat menikmati panen, atau saat wajib pajak yang berstatus 

pegawai mendapat gaji, jangan memungut pajak saat rakyat dalam keadaan 

paceklik.
17

 

h. Asas rentabilitas  

Asas ini mensyaratkan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih 

besar dari pajaknya, atau dengan kata lain pemungutan pajak harus memberikan 

hasil. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi budgetair atau fungsi keuangan, yatu 

untuk mendapatkan keuangan yang sebesar-besarnya bagi negara, sehingga jika 

pemungutan pajak akan merugikan negara atau tidak menghasilkan, maka 

pemungutan pajak tidak perlu dilakukan. 

 

 

i. Asas resiprositas  
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Asas ini menyatakan bahwa negara memberikan kebebasan subyektif 

dengan syarat timbal balik. Misalnya, duta besar suatu negara yang berada di 

Indonesia dapat dibebaskan membayar pajak tertentu dengan syarat bahwa 

negara dari duta besar tersebut juga membebaskan duta besar Indonesia di 

negara sahabat tersebut. 

j. The four maxims  

Di samping asas-asas tersebut, agar pemungutan pajak itu dirasa adil, 

maka peraturan pajaknya juga harus adil agar peraturan pajak adil. Menurut 

Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations sebagaimana dikutip dalam 

buku Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak mengenai peraturan pajak harus 

memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:
18

 

1) Equality dan equality 

Equality adalah kepatutan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, 

sedangkan equality atau kesamaan mengandung arti bahwa dalam 

keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang 

sama harus dikenakan pajak yang sama. 

2) Certainty: adanya kepastian hukum, harus jelas subjek, objek, dan 

tarif pajaknya. 

3) Convenience of payment: pajak harus dipungut di waktu yang tepat 

yaitu saat wajib pajak berada dalam keadaaan paling baik. 

4) Efisiensy/economics of collection: pengeluaran harus memberikan 

hasil dilakukan dengan hemat jangan menjadikan biaya pemungutan 

pajak melebihi pemasukan pajaknya. 
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2. Teori pengenaan pajak 

Teori pengenaan pajak terbagi atas lima teori, yaitu teori bakti, teori 

asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, dan teori asas daya beli, berikut 

merupakan lima teori pengenaan pajak.
19

 

a. Teori bakti 

 Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa 

membayar pajak adalah suatu kewajiban. 

b. Teori asuransi 

 Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak 

rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan 

sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

c. Teori kepentingan 

 Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya 

kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh 

pemerintah. Semakin besar dalam memperoleh kepentingan seseorang terhadap 

negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar. 

d. Teori daya pikul 

Teori ini mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan jasa-jasa yang 

diberikan negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini 

harus dipikul oleh warga negara yang menikmatinya. Teori ini mengemukakan 

bahwa beban pajak sesuai dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan daya 

pikul seseorang. 

e. Teori asas daya beli 

Pajak dipungut berdasar pada keadilan, artinya memungut pajak berarti 

menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. 
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Selanjutkan negara akan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk 

pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. 

3. Pembagian hukum pajak 

R. Santoso Brotodihardjo menyatakan bahwa hukum pajak yang disebut 

hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi 

wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan 

kembali kepada masyarakat  melalui kas negara. Sebagaimana halnya pada 

bentuk hukum yang lainnya, seperti hukum perdata dan hukum pidana, hukum 

pajak juga dibagi dalam hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.
20

 

a. Hukum pajak materil  

Hukum pajak materiil merupakan ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan dari suatu peraturan perundang-undangan pajak yang berkaitan 

dengan isi dalam undang-undang yang bersangkutan. Hukum pajak material 

menjelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan subjek, objek, atau tarif pajak, 

namun hukum ini juga menjelaskan megenai istilah-istilah dari 

penghasilan/barang kenak pajak, bumi dan bangunan, dan sebagainya. 

b. Hukum pajak formil 

Hukum pajak formil merupakan ketentuan-ketentuan dari suatu 

peraturan perundang-undangan pajak yang berkaitan dengan tata cara 

pelaksanaan hukum pajak material. Hukum pajak formil menerangkan tentang 

hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak dapat dilihat dalam UUKUP, 

yaitu: 

1) Meminta restitusi. 

2)  Mengajukan keberatan. 

3) Mengajukan banding dan lainnya. 
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Hak fiskus (petugas pemungut pajak) diatur dalam UUKUP yaitu sebagai 

berikut: 

1) Melakukan pemeriksaan. 

2) Mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. 

3) Mengeluarkan Surat Tagihan Pajak. 

4) Mengeluarkan Surat Paksa dan lain-lain. 

Kewajiban fiskus yang ditetapkan dalam UUKUP adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan keputusan atas keberatan pajak dari wajib pajak. 

2) Mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. 

3) Merahasiakan wajib pajak,dsb. 

 

C. Pemungutan Pajak 

1. Sistem pemungutan pajak 

Pudyatmoko menyebutkan dalam bukunya, bahwa dalam memungut 

pajak dikenal 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yaitu:
21

 

a. Official assesment system  

Sistem yang memberikan kewenangan petugas pajak unutuk menentukan  

sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, tentu harus sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini 

semua proses dan prosedur dari menghitung sampai memungut pajak semua 

dilakukan dan diberi kewenangan penuh oleh aparatur atau petugas perpajakan. 

Oleh karena itu berhasil atau tidak banyak atau teaptnya waktu berdasarkan pada 

petugas perpajakan. 

b. Self assessment system  

Sistem ini memberikan kewenangan penuh bagi wajib pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini 

semua proses dan prosedur dari menghitung sampai memungut pajak 
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sepenuhnya berada di tangan wajib pajak itu sendiri wajib pajak dianggap sudah 

memahami semua prosedur perpajakan dari memahami undang-undang yang 

berlaku saat ini, serta mempunyai kejujuran yang tinggi dan  sadar akan 

pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberikan kepercayaan 

untuk:  

1) Menghitung sendiri pajak terutangnya. 

2) Memperhitungkan sendiri pajak terhutangnya. 

3) Membayar sendiri jumlah pajak terhutangnya. 

4) Melaporkan sendiri jumlah pajak terhutangnya. 

5) Mempetanggungjawabkan pajak yang terutang. 

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanna pemungutan pajak, 

tergantung kepada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak). 

c. With holding system 

Sistem pemungutan pajak yang diberikan kewenangan kepada pihak 

ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 

untuk memungut, menyetor, mempertanggung- jawabkan melalui sarana 

perpajakan yang berlaku dan tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan 

pemungutan pajak tergantung dari pihak ketiga. 

2. Syarat-syarat pemungutan pajak 

Syarat pemungutan pajak yaitu sesuatu harus masuk ke dalam konsep 

pemungutan pajak. Berikut syarat-syarat pemungutan pajak di Indonesia.
22

 

a. Syarat keadilan  

 Pemungutan pajak harus berdasarkan keadilan, wajib pajak tentunya 

memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Setiap orang atau 

warga negara yang sudah termasuk dalam syarat sebagai wajib pajak harus 
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menyetorkan pajaknya, adanya sanksi untuk pelanggaraan-pelanggaran pajak 

yang terjadi. 

 

b. Syarat yuridis  

 Pemunguta pajak berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku, 

salah satu undang-undang yang mengatur tentang pemungutan pajak adalah 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. 

Dengan adanya ketentuan dalam bentuk undang-undang, pemerintahan 

memberikan jaminan hukum bagi terlaksannya aktivitas pemungutan pajak. 

c. Syarat ekonomis  

 Proses pemungutan pajak tidak boleh menggangu aktivitas 

perekonomian yang dapat mengakibatkan keterlambatan perekonomian 

nasional. Contohnya pemungutan pajak tidak boleh menggangu proses 

perdagangan yang sedang berlangsung. 

d. Syarat finansial  

 Pemungutan pajak harus dilakukan efisien dan efektif, sehingga hasil 

yang diperolah maksimal. Efisien dengan pemungutan pajak harus dilakukan 

dengan mudah, tepat sasaaran, tepat waktu dan biaya minimal 

e. Syarat sederhana  

 Sistem pemungutan pajak harus dilakukan dengan sesederhana mungkin 

dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang 

sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan 

mendorong masyarakat, memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga pemasukan 

negara dari pajak akan semakin meningkat. 

3. Pajak yang dipungut pemerintah 

 Pajak yang dipungut pemerintah daerah diantaranya  sebagai berikut: 
23
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a. Pemerintahan daerah provinsi, diantaranya: 

1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 

2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 

b. Pemerintah daerah kota/kabupaten, diantaranya: 

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dialihkan dari pajak pusat/negara. 

2) Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bsngunan (BPHTB).  

3) Pajak air bawah tanah.  

4) Pajak hotel.  

5) Pajak restoran. 

6) Pajak hiburan. 

7) Pajak reklame. 

8) Pajak parker yang dikelola pihak swasta. 

c. Pajak subjektif  

 Pajak subjektif ialah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib 

pajak. Untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif 

yang bekaitan dengan materi sesuai atau berhubungan erat dengan keadaan 

materialnya, yang disebut gaya pikul. 

d. Pajak objektif 

 Pajak objektif melihat dari objek yang selain benda, bisa berupa keadaan 

yang dialami, dapat pula berupa benda, serta perbuatan yang mengakibatkan 

wajib pajak harus membayar pajaknya, serta objektif sangat diperhatikan dalam 

keadaan yang menyebabkannya dia harus membayar pajak. 

4. Tata cara pemungutan pajak menurut undang-undang 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dalam Pasal  96 disebutkan tata 

cara pemungutan sebagai berikut: 

a. Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 

b. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarakan surat 

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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c. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan 

penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

d. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berupa karcis atau nota perhitungan. 

e. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar 

dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan / atau SKPDKBT.  

 

Dalam Pasal  97 disebutkan; 

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 

kepala daerah dapat menerbitkan: 

1) SKPDKB dalam hal: 

a. jika berdasarkan hasil pemeriksaaan atau keterangan lain, pajak 

yang terutang tidak atau kurang dibayar; 

b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam 

jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak 

disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat 

teguran; 

c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 

terutang dihitung secara jabatan. 

2) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang sesuai 

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak 

yang terutang. 

3) SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 

pajak. 

2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau 

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

3. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi 

administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 

jumlah kekurangan pajak tersebut. 

4. Kenaikan sebagimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika 

wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 

pemeriksaan. 

5. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 

25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanski 

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung 
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dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya 

pajak. 

 

 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pajak yang dapat dipungut 

berdasarakan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dan 

ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan pajak diatur dengan peraturan 

pemerintah.
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BAB TIGA 

PERAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

(DPKAD) DALAM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KOTA 

LHOKSEUMAWE 

 

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh DPKAD Kota 

Lhokseumawe Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2018 

Pelayanan di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan, 

minuman, termasuk penjualan makanan dan minuman untuk dibawa pulang. 

Usaha restoran dan rumah makan tersebut dikenakan pajak. Namun demikian 

ada restoran ataupun rumah makan, juga perusahaan jasa boga atau catering 

yang penghasilannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh 

peraturan daerah setempat, sehingga tidak dikenakan pajak. Subjek pajak 

restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman 

dari restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang 

mengesahkan restoran (owner).
24

  

1. Pemungutan pajak menurut Qanun Kota Lhokseumawe 

 Menurut Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 12 

disebutkan tata cara pemungutan sebagai berikut: 

a. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Menurut penjelasan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 dalam Pasal 5 

yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah bahwa 

seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan 

dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya 

Pajak terhutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. 

b. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang dengan 

dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

 

 

Pasal 13:  

                                                             
24

  Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 1 angka 14. 
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1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, 

walikota dapat menerbitkan: 

a. SKPDKB 

1) Jika berdasarakan hasil pemeriksaan atau ketaerangan lain, pajak 

yang terhutang tidak atau kurang bayar; 

2) Jika STPD tidak disampaikan kepada walikota dalam jangka 

waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak 

disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat 

teguran 

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 

terhutang dihitung secara jabatan. 

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan / atau data yang semula 

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak 

yang terhutang; 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit 

pajak. 

2. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana 

dimaksudkan pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan 

sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 (dua persen) sebulan 

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 

terhutangnya pajak. 

3. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi 

administrasi berupa dikenakan sebesar 25 (dua puluh lima persen) dari 

pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% 

(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 

dihitung sejak saat terhutangnya pajak. 

4. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi 

administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 

jumlah kekurangan pajak tersebut. 

5. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika 

wajib pajak melaporkan sendiri sebeum dilakukan tindakan 

pemeriksaan. 

 

Pasal 12 dan 13 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 di 

atas menjelaskan mengenai tata cara pemungutan pajak terhutang. Pada Pasal 12 

dijelaskan bahwa pajak terhutang tidak dapat dipungut secara bersamaan atau 
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diborongkan. Pajak terhutang tersebut juga tidak bisa diselesaikan oleh pihak 

ketiga, pajak terhutang tersebut wajib dibayar oleh wajib pajak kepada petugas 

DPKAD tidak terhadap instansi lain. Sedangkan pada Pasal 13 dijelaskan 

mengenai surat-surat lanjutan yang akan dikeluarkan oleh walikota mengenai 

pajak terhutang dimana dalam surat tersebut akan diinformasikan jumlah hutang 

pajak yang harus dibayar beserta penambahan denda yang diberikan sebanyak 2 

persen dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dalam sebulan. 

2. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran oleh DPKAD Kota Lhokseumawe 

 Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Lhokseumawe 

merupakam tanggung jawab atau kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (DPKAD yang dilakukan oleh bagian pendataan dan petugas penagihan. 

Cara atau sistem pemungutan pajak restoran dilakukan secara mandiri, atau 

disebut dengan self assessment yaitu wajib pajak harus selalu aktif melakukan 

penghitungan dan melaporkannya sendiri berapa pajak yang harus dikeluarkan 

setiap bulannya.
25

 Pemungutan pajak restoran telah tertuang dalam Qanun kota 

Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 tentang pajak restoran. Sistem self 

assessment ini memperlihatkan bahwasannya wajib pajak menghitung sendiri 

dan melaporkan sendiri berapa besar pajak yang harus dia bayarkan selama 

sebulan, dan juga mengisi formulir sendiri untuk penghitungan pajak dan 

mengembalikan formulir tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

untuk mendapatkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). (Bentuk 

formulir pendaftaran dapat dilihat di lampiran 2). 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratna, dijelaskan bahwasannya 

wajib pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD),  

yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan pajak atau 

pembayaran pajak. SPTPD ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 

ditandatangani oleh wajib pajak. SPTPD tersebut harus disampaikan kepada 

                                                             
25

 Wawancara dengan Fandy, Tanggal 10 Oktober 2019 di Kantor DPKAD 

Lhokseumawe. 
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kepala daerah dengan waktu paling lambat 15 hari setalah pajak habis. Setelah 

adanya surat terebut maka kepala daerah mengeluarkan dan menetapkan pajak 

terhutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
26

 (Dapat 

dilihat di lampiran 3) 

  Kemudian wajib pajak melaporkan omset atau pendapatan dalam 1 (satu) 

bulan ke DPKAD, dan bagian pendataan dan penagihan menghitung laporan 

yang telah diberikan oleh wajib pajak, lalu melakukan verivikasi untuk laporan 

tersebut bahwasannya itu benar dengan waktu 5 hari kerja. Selanjutnya kepala 

dinas menerima hasil dari verifikasi pajak yang diberikan oleh bagian pendataan 

dan penagihan, kemudian mengeluarkan surat SPKD. Surat tersebut dapat 

diberikan kepada petugas maupun wajib pajak untuk melakukan penyetoran 

melalui Bank Aceh atau bendahara penerima BKAD.
27

 Berikut bagan yang 

menunjukkan proses penyetoran pajak. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.1 Proses Penyetoran Pajak 

 Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa proses penyetoran pajak dimulai 

dengan petugas mendata owner yang memiliki usaha dengan memberikan 

formulir untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kemudian 

                                                             
26

 Wawancara dengan Ratna, Tanggal 10 Oktober 2019 di Kantor DPKAD 

Lhokseumawe.  
27

 Wawancara dengan Ratna, Tanggal 10 Oktober 2019 di Kantor DPKAD 

Lhokseumawe.  
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Ketetapan Pajak Daerah)

Wajib Pajak Membayar Pajak 

dengan SSP (Surat Setoran 

Pajak) Sesuai Ketentuan
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petugas memberikan SPTPD dan SKPD, maka wajib pajak tersebut sudah harus 

membayar pajak sesuai dengan ketetapan pajak yang ditetapkan. Pada saat wajib 

pajak membayar pajak wajib menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) maka 

proses penyetoran selesai. 

 Terkhusus untuk warung kopi, pemungutan pajaknya dilakukan secara 

sebulan sekali oleh petugas pemungutan yang dimulai dengan pendataan warung 

kopi menggunakan cara pencairan, pengumpulan , dan penyimpanan data yang 

langsung dilakukan perhitungan dan penetapan pajak yang selanjutnya 

dilakukan penagihan. Hal ini memakan waktu 3 (tiga) bulan dan mungkin lebih. 

Sebelum dikukuhkan sebagai wajib pajak dikarenakan dalam proses penagihan, 

pihak warung kopi belum bisa menstabilkan pemasukan pada awal membuka 

usaha. Dalam hal pemungutan yang terjadi ketika petugas melakukan 

pemungutan ke lapangan, terdapat warung kopi yang tidak mengisi data dengan 

lengkap dan benar selama kurun waktu 3 (tiga) bulan sekali, tentu ini 

bertentangan dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Pajak Restoran. Petugas sering menemukan ketidaksesuian antara omset dan 

jumlah yang dihitung sendiri oleh wajib pajak yang akan dilaporkan ke petugas. 

Ketidaksesuaian tersebut terkait dengan berapa besar pajak yang harus 

dikeluarkan untuk masa pajak yang ditetapkan selama 1 (satu) bulan, dan 

ketidakpastian petugas dalam pengecekkan rutin ke lapangan, menjadi salah satu 

faktor pemungutan pajak restoran tidak maksimal. Prosedur yang dilakukan 

dalam pemungutan pajak oleh petugas tidak harus turun ke lapangan, tetapi 

wajib pajak yang menyetor kepada petugas dan memberikan sendiri pajak 

mereka. Oleh karena itu, petugas menjadi sedikit pasif, seharusnya petugas 

harus lebih aktif  dalam menagih wajib pajak yang sudah telat maupun harus 

membayar pajak.
28

  

                                                             
28

 Wawancara dengan Fandy, Tanggal 10 Oktober 2019 di Kantor DPKAD 

Lhokseumawe.  
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 Dalam penagihan pajak, petugas sering mengalami kesulitan ketika 

menagih pajak kepada wajib pajak. Petugas sebelumnya telah memberikan surat 

peringatan, namun masih banyak wajib pajak tidak taat dalam membayar 

pajaknya dengan cara menunda-nunda pembayaran pajak yang membuat 

petugas sulit untuk menagih pajak warung kopi tersebut. Pelaksanaan 

pemungutan pajak restoran, terkhusus usaha warung kopi belum sejalan dengan 

qanun dikarenakan masih banyak yang belum menyadari dan patuh untuk 

membayar pajak, sedangkan warung kopi tersebut sudah terdaftar di DPKAD, 

sehingga dengan perilaku tersebut yang dilakukan terus-menerus akan 

dikeluarkan surat teguran ataupun surat peringatan seterusnya. Wajib pajak yang 

telah menerima surat peringatan atau surat sejenis maka akan diberikan waktu 

selama 7 (tujuh) hari untuk segera melunasi pajaknya sesuai surat yang 

dikeluarkan yaitu surat peringatan atau sejenisnya dan apabila dalam 7 (tujuh) 

hari masih belum membayarkan dan melunasi pajaknya maka akan ditagih 

dengan surat paksa.
29

  

 Sebanyak ±146 restoran yang sudah terdaftar di DPKAD (daftar restoran 

dapat dilihat dalam lampiran 1). Tetapi masih ada ± 10% wajib pajak yang 

menunda atau belum bisa memenuhi untuk membayar dan melunasi pajak 

mereka. Pemungutan pajak oleh pihak DPKAD telah dilaksanakan menurut 

ketentuan, namun masih belum tegas seperti yang dicantumkan dalam qanun, 

dikarenakan masih memberikan dispensasi waktu yang cukup lama dalam 

pemungutannya.
30

   

 Jumlah petugas DPKAD hanya 4-5 orang yang turun ke lapangan, 

sehingga dapat menjadi penghambat kinerja dalam lingkup kerja sebanyak +146 

warung kopi dalam 3 (tiga) kecamatan. Oleh sebab itu pelaksanaan pemungutan 

pajak oleh petugas DPKAD belum maksimal, sehingga hal ini menyebabkan 

                                                             
29

 Wawancara dengan Fandy, Tanggal 10 Oktober 2019 di Kantor DPKAD 

Lhokseumawe.   
30

 Wawancara dengan Fandy, Tanggal 10 Oktober 2019 di Kantor DPKAD 

Lhokseumawe.    
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petugas terhambat dalam melakukan pemungutan pajak yang membuat wajib 

pajak dapat terlambat membayar pajak. Terbatasnya petugas yang datang ke 

lapangan juga membuat wajib pajak tidak sadar akan kewajiban pajaknya. 

3. Perhitungan pajak restoran 

 Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang 

diterima atau seharusnya diterima restoran, sedangkan tarifnya ditetapkan 

dengan peraturan daerah setempat paling tinggi sebesar 10%. Besarnya pajak 

terhutang diperoleh dengan mengalikan dasar pengenaan dengan tarif.  

a. Pajak restoran dihitung untuk setiap bon penjualan atau bill yang 

dikeluarkan oleh wajib pajak atas jumlah yang akan dibayar oleh 

pengunjung/ tamu restoran. 

b.  Perhitungan sebagaimana yang dimaksudkan ditetapkan dengan cara; 

 Nasi Putih = 4 porsi @ Rp. 4.000,-  = Rp. 16.000,- 

 Ayam Goreng = 3 porsi @ Rp. 11.000,- = Rp. 33.000,- 

 Bebek Goreng = 1 porsi @ Rp. 15.000,- = Rp. 15.000,- 

 Sop Ayam = 2 Porsi @ Rp. 10.000,- = Rp. 20.000,- 

 Es Jeruk  = 4 Porsi @ Rp. 4.000,- = Rp. 16.000,- 

 Jumlah      = Rp. 100.000,- 

 Potongan Harga/diskon 5 %   = Rp. 5.000,- 

 Jumlah setelah potongan harga/diskon  = Rp. 95.000,-  

 Pajak Restoran 10%    = Rp. 9.500,- 

 Jumlah yang harus dibayar   = Rp. 104.500,- 

c. Hasil penjumlahan setelah potongan harga/diskon sebesar Rp. 95.000,- 

(sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang dimaksud adalah 

merupakan dasar pengenaan pajak, pajak dihitung sebesar 10% dari 

harga yang harus dibayarkan perbill.
31

  

 

                                                             
31

 Wawancara dengan Fandy & Ratna, Tanggal 17 Desember 2019 di Kantor DPKAD 

Lhokseumawe. 
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B. Target dan Realisasi Pajak Restoran Berdasarkan Qanun Nomor 3 

Tahun 2018 

 Qanun Nomor 3 Tahun 2018 Kota Lhokseumawe merupakan revisi dari 

Qanun Nomor 10 tahun 2012. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

pajak daerah, khususnya peningkatan pendapatan daerah dari pajak restoran. 

Namun berdasarkan penelitian lapangan diperoleh data bahwa setelah terjadinya 

perubahan qanun yang berlaku untuk mulai September tahun 2018, realisasi 

pajak restoran yang diperoleh tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan data yang diperoleh sebelum terjadinya perubahan qanun, realisasi 

pendapatan dari pajak restoran melebihi dari target yang ditetapkan. Berikut 

tabel data target dan realisasi tahun 2015, dan 2016, dan 2017 yang 

menggunakan Qanun Nomor 10 Tahun 2012. 

Tabel 3.1 Target dan Realiasi Pajak Restoran 2015-2017 

Data dokumen diperoleh dari kantor DPKAD 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi peenerimaan pajak 

restoran selalu melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 penerimaan 

pajak meningkat sebanyak 9,4% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 

penerimaan pajak restoran meningkat sebanyak 10,4% dari target yang 

ditetapkan, sedangkan pada tahun 2017 penerimaan pajak restoran meningkat 

sebanyak 12,9% dari target yang ditetapkan. Setelah terjadinya perubahan 

qanun, pada tahun 2018 penerimaan pajak restoran menurun, dengan target Rp 

3.000.000.000. yang terealiasiskan sebesar Rp. 2.513.235.194, realiasi 

penerimaan pajak tidak memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 16,2%. Hal 

ini dibahas lebih lanjut dalam sub bab berikutnya.  

 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Selisih Target 

Realisasi (%) 

2015 2.200.000.000. 2.407.013.306 9,4 

2016 2.304.700.000. 2.544.613.849 10,4 

2017 2.393.072.951. 2.703.864.639 12,9 
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C. Faktor-faktor Penghambat Pemungutan Pajak Restoran di Kota 

Lhokseumawe 

Untuk mengetahui penyebab dari menurunnya pendapatan pajak restoran 

di Kota Lhokseumawe pada tahun 2018 maka dilakukan wawancara terhadap  

responden sebanyak 15 orang pemilik restoran yang menjadi wajib pajak dan 2 

orang petugas dari DPKAD. Dalam wawancara ini, responden yang 

diwawancara dipilih secara acak dan membagi responden terpilih ke dalam tiga 

kategori. Kategori pertama merupakan responden yang memiliki omset tinggi 

yaitu dengan penghasilan lebih dari 10 (sepuluh) juta, kategori kedua merupakan 

responden yang memiliki omset sedang yaitu di bawah 10 (sepuluh) juta, dan 

kategori ketiga merupakan responden yang memiliki omset rendah yaitu di 

bawah 5 (lima) juta. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan dari 

responden secara merata. Responden yang dipilih secara acak telah dibagi ke 

dalam tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua, 

dan Kecamatan Banda Sakti.  

 

Tabel 3.2 Rekapitulasi Jawaban dari Wajib Pajak 
No Responden Jawaban 

 Kategori 1 : Omset Tinggi 

1. Sebanyak 5 

responden yang 

diwawancarai. 

Pada kategori omset tinggi sebanyak 4 dari 5 

responden menyadari bahwa membayar pajak 

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk 

kepentingan masyarakat sendiri. Responden juga 

mengetahui berapa jumlah yang harus dikeluarkan 

dalam membayar pajak. Menurut responden, pajak 

yang dikeluarkan tidak menganggu omset yang 

diperoleh, dua orang responden selalu menyertakan 

pajak dalam setiap struk pembayaran dan dua 

lainnya telah menghitung pengeluaran untuk pajak 

tersebut. Responden juga mengatakan bahwa selalu 

membayar pajak secara tepat waktu karena menurut 

responden pajak merupakan kewajiban yang harus 

dibayarkan. Untuk membayar pajak pun tidak harus 

melalui proses yang sulit, petugas pajak telah 

memberikan informasi untuk proses pendaftaran 
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pajak, perhitungan hingga proses pembayaran pajak 

secara baik dan benar.
32

 Sedangkan satu orang 

responden lagi sering melakukan penunggakan dan 

sering telat membayar, menurutnya ia belum 

merasakan dampak langsung dari pembayaran pajak 

tersebut sehingga ia belum memiliki kesadaran 

untuk membayar pajaknya. Namun menurut kelima 

responden omset dan kesadaran akan wajib pajak 

bisa menjadi pemicu kenapa wajib pajak tidak mau 

membayar pajak. 
33

 

 Kategori 2 : Omset Sedang 

2 Sebanyak 5 

Responden yang 

diwawancarai. 

Pada kategori omset sedang sebanyak 3 dari 5 orang 

responden yang diwawancarai mengatakan masih 

sering terlambat membayar, hal ini dikarenakan 

omset yang diperoleh belum stabil. Responden 

mengatakan bukan tidak ingin membayar pajak 

namun omset yang diperoleh terkadang belum pasti 

sedangkan masih banyak keperluan lainnya yang 

harus juga dipenuhi. Responden mengatakan bahwa 

petugas sudah beberapa kali memberikan 

penjelasan mengenai pajak tersebut, namun yang 

menjadi masalahnya adalah omset yang diperoleh 

belum pasti, jika bulan ini omset yang diperoleh 

cukup untuk membayar pajak maka mereka akan 

membayar pajak namun jika omset yang diperoleh 

tidak banyak maka mereka akan meminta 

keringanan.
34

 Sedangkan 2 orang responden lagi 

mengatakan bahwa berapapun omset yang 

diperoleh pajak tersebut tetap harus dibayarkan, 

karena pajak tersebut merupakan kewajiban. 

Namun, jika omset yang diperoleh tidak terlalu 

banyak maka meminta untuk menunda pembayaran 

                                                             
32 Wawancara dengan Responden 1, Tanggal 11 Desember 2019 di Restoran 

Responden. Wawancara dengan Responden 6, Tanggal 12 Desember 2019 di Restoran 

Responden. Wawancara dengan Responden 11, Tanggal 16 desember 2019 di Restoran 

Responden. Wawancara dengan Responden 12, Tanggal 16 desember 2019 di Restoran 

Responden. 
33

 Wawancara dengan Responden 7, Tanggal 12 Desember 2019 di Restoran 

Responden. 
34

 Wawancara dengan Responden 2, Tanggal 11 Desember 2019 di Restoran 

Responden. Wawancara dengan Responden 3, Tanggal 11 Desember 2019 di Restoran 

Responden. Wawancara dengan Responden 13, Tanggal 16 Desember 2019 di Restoran 

Responden. 
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beberapa hari tapi jangan sampai tidak membayar 

pajak. Menurut responden selama ini petugas yang 

datang akan memahami kondisi jika omset yang 

diperoleh tidak banyak. Petugas juga sering kali 

memberikan keringanan dengan tidak memberikan 

denda, karena dengan memberikan denda membuat 

wajib pajak yang menunggak semakin malas untuk 

membayar pajak sehingga terjadi penunggakan 

terus menerus.
35

 

 Kategori 3 : Omset Rendah 

3 Sebanyak 5 

Responden yang 

diwawancarai. 

Pada kategori omset rendah responden sebanyak 3 

dari 5 orang mengatakan bahwa pajak tidak 

dimasukkan dalam perhitungan pengeluaran dan 

persen pajak yang ditetapkan tinggi. Sehingga 

omset yang diperoleh tidak mencukupi untuk 

membayar pajak. Ketiga responden tersebut paham 

akan kewajiban membayar pajak. Namun usaha 

yang dijalankan masih baru dan omset yang 

diperoleh masih rendah. Responden juga 

mengatakan setiap bulannya omset yang diperoleh 

digunakan untuk keperluan seperti membayar listrik 

dan keperluan sehari-hari.
36

 Sedangkan dua 

responden lainnya mengatakan belum terlalu paham 

mengenai tata cara pembayaran pajak. Menurut 

mereka informasi yang diberikan petugas masih 

kurang dipahami serta tidak ada timbal  balik 

langsung yang diperoleh oleh wajib pajak. Omset 

yang diperoleh masih rendah sehingga sering 

menunggak, ketika menunggak ditambahkan lagi 

dengan denda sehingga membuat pajak yang harus 

dibayar semakin banyak. Sedangkan omset tidak 

mampu menutup dan merasa jadi beban. Responden 

mengatakan bahwa petugas yang datang juga sering 

datang terlambat bahkan terdengar kabar bahwa 

pajak sudah dihapuskan. Informasi yang beredar 

banyak simpang siur, jadi responden sering 
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menganggap bahwa pajak tidak penting untuk 

dibayarkan.
37

 

 Pendapat Petugas Lapangan DPKAD 

4 Sebanyak 2 

orang petugas 

yang 

diwawancarai 

Menurut petugas lapangan yang diwawancarai dari 

DPKAD mengatakan bahwa alasan wajib pajak 

menunda atau tidak membayar pajak, dikarenakan 

kurangnya omset yang diperoleh. Namun untuk 

restoran yang baru dibuka biasanya tidak langsung 

dikenakan pajak namun juga diberikan waktu untuk 

dievaluasi restorannya terlebih dahulu. Untuk 

kurangnya omset sendiri, petugas sudah memahami 

karena untuk usaha tentu saja tidak semuanya 

berjalan lancar, sehingga petugas sering 

memberikan waktu atau kelonggaran bagi restoran-

restoran yang kekurangan omset, bahkan petugas 

pun jarang memberikan denda sebagaimana 

semestinya peraturan yang berlaku. Petugas lainnya 

juga menambahkan bahwa ada juga wajib pajak 

yang memiliki omset banyak namun sering 

menunggak dan tidak mau membayar pajak. Hal ini 

dikarenakan wajib pajak merasa kurang sadar akan 

kewajibannya membayar pajak, sehingga wajib 

pajak menunggak ketika tiba saatnya pembayaran 

pajak. Wajib pajak sering menanyakan timbal balik 

yang didapatkan wajib pajak dari membayar pajak. 

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib 

pajak yang belum sadar akan pentingnya membayar 

pajak. 
38

 

 

Dari hasil wawancara mengenai pajak restoran dengan wajib pajak dan 

petugas lapangan dari DPKAD di atas, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Kurangnya omset 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang wajib pajak ditemukan 

bahwa kurangnya omset (pendapatan) yang diperoleh wajib pajak merupakan 
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faktor utama yang mempengaruhi terhambatnya pembayaran pajak. Hal ini 

dikarenakan penjualan tidak sesuai target, sehingga dapat menghambat wajib 

pajak membayar pajaknya. Sembilan dari 15 responden yang diwawancara 

menjelaskan bahwa mereka tidak membayar pajak karena menurut mereka 

target yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam membayar pajak sangat 

tinggi, tidak sesuai dengan omset yang diperoleh, belum lagi membayar uang 

sewa toko dan uang listrik, juga uang upah karyawan yang begitu memberatkan, 

apalagi membayar pajak yang 10%. Masalah lain adalah usaha warung kopi atau 

restoran juga tidak selalu ramai dan membuat target penjualan tidak sesuai, hal 

itu mengakibatkan para wajib pajak menunda untuk membayar pajak. 

 

2. Kurangnya kesadaran wajib pajak 

Faktor lainnya yang mempengaruhi wajib pajak tidak mau membayar 

pajak adalah rendahnya kesadaran dalam membayar pajak wajib pajak, di 

samping itu wajib pajak belum  memahami dengan sistem perpajakan. 

Walaupun wajib pajak sudah mendaftarkan usahanya ke petugas, namun hal itu 

tidak menjadikan wajib pajak paham dengan jumlah yang harus dikeluarkan 

untuk membayar pajak. Apalagi sistem yang dipakai itu sistem self assessment, 

dimana wajib pajak menentukan sendiri berapa jumlah pajak yang harus 

dikeluarkan serta mengurus pembayarannya, sehingga membuat wajib pajak 

tidak peduli dan menunggak dalam membayar pajak. 

 Selain itu, kekhawatiran atau ketidakpercayaan masyarakat dalam 

penyalahgunaan uang pajak. Bagaimana pajak itu akan dikelola dan kemana 

uang itu akan disalurkan dan melihat timbal balik langsung yang diberikan ke 

masyarakat itu kurang. Ditambahnya dengan adanya isu-isu kurangnya 

pelayanan petugas pajak dalam melayani, hal ini membuat masyarakat ragu 

dengan lembaga perpajakan ini. Menurut mereka, tidak semua petugas pajak 

ramah dan sifatnya membantu serta memberikan pelayan yang baik bagi 
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masyarakat yang berkunjung  ke kantor pajak, apalagi masyarakat yang awam 

dan mempunyai banyak pertanyaan dalam membayarkan pajaknya. 

 

3. Adanya isu penghapusan pajak  

 Dalam hal pemungutan pajak yang dikumpulkan, ditemukan isu bahwa  

pajak sudah dihapuskan, sehingga pengusaha menunda, bahkan tidak ingin 

membayar pajak, karena beranggapan bahwasannya pajak sudah dihapuskan. 

Berdasarkan keterangan dari beberapa wajib pajak, informasi tersebut 

didapatkan dari pembicaraan mulut ke mulut. Wajib pajak yang menunggak pun 

setelah mendengar kabar tersebut semakin malas untuk membayar, apalagi hal 

ini didukung dengan keterlambatan petugas ketika melakukan pemeriksaan 

lapangan ke restoran-restoran. Surat peringatan yang seharusnya dikeluarkan 

oleh DPKAD juga menjadi pendukung isu tersebut terdengar benar adanya. 

Kenyataannya peraturan mengenai pajak tersebut masih berlaku dan terdapat di 

dalam Undang-undang maupun di dalam Qanun daerah. 

 

4. Tidak adannya timbal balik keuntungan bagi wajib pajak 

 Berdasarkan wawancara dengan wajib pajak dan koordinator lapangan 

DPKAD, dikatakan bahwa salah satu faktor yang membuat wajib pajak 

menunggak dalam membayar pajak adalah dikarenakan tidak adanya timbal 

balik yang diberikan kepada wajib pajak. Dalam qanun memang tidak adanya 

penetapan keuntungan yang akan diperoleh dari DPKAD untuk wajib pajak, 

namun ini bisa menjadi inovasi yang diberikan dari DPKAD untuk membuat 

wajib pajak ada kemauan dalam membayar pajak, sehingga tidak membuat 

wajib pajak menunggak.  

Timbal balik yang diharapkan berupa penghargaan ataupun hadiah-

hadiah yang membuat wajib pajak bersemangat dan mau dalam membayar 

pajak. Petugas sendiri menyadari bahwa hal ini berpengaruh terhadap kesadaran 

wajib pajak untuk membayar pajak. Begitu juga sebaliknya, wajib pajak merasa 



42 

 

 

 

tidak perlu membayar pajak jika tidak terdapat timbal balik langsung yang 

dirasakan oleh wajib pajak tersebut. 

 

5. Peraturan yang berlaku tidak dijalankan secara tegas 

 Faktor lainnya adalah peraturan yang telah berlaku mengenai pajak 

tersebut belum dijalankan secara tegas, baik itu oleh wajib pajak maupun oleh 

petugas DPKAD di lapangan. Dalam peraturan telah dijelaskan bahwa bagi 

setiap wajib pajak yang menunggak melakukan pembayaran pajak akan 

dikenakan sanksi. Banyak dari wajib pajak yang memiliki omset banyak, namun 

mereka tidak membayar pajak. Petugas tidak memberikan denda kepada wajib 

pajak yang berprilaku demikian, sehingga tidak menimbulkan efek jera, dan 

wajib pajak terus menerus menunggak dalam pembayaran pajak. Peraturan yang 

berlaku tidak dijalankan secara tegas oleh kedua belah pihak. Padahal pihak 

DPKAD telah berkerja sama dengan pihak kejaksaan dan kepolisian, apabila ada 

wajib pajak yang menunggak dan tidak mau membayar maka kasus tersebut 

akan diproses secara hukum.  

 

D. Upaya yang Dilakukan DPKAD Dalam Menangani Hambatan 

Pemungutan Pajak Restoran di Kota Lhokseumawe 

Berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan DPKAD Kota 

Lhokseumawe dalam mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak 

enggan membayar pajak:
39

 

1. Kurangnya omset 

Kewajiban pengusaha dalam membayar pajak sudah tercantum dalam 

Qanun Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran, jika memang ada 

sejumlah pengusaha yang tidak sanggup membayar dikarenakan omsetnya 
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kurang, maka pihak DPKAD dapat memberikan peluang bermusyawarah 

untuk membicarakan hal tersebut supaya tidak merugikan wajib pajak dan 

pihak pemerintah itu sendiri. Dalam halnya kurangnya omset yang 

didapatkan oleh wajib pajak, DPKAD memberikan dispensasi dan 

persetujuan untuk mengangsur pajak terhutang dalam waktu tertentu, atau 

yang telah ditentukan bersama tetapi angsuran dijalankan dengan teratur dan 

berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% sebulan dari pajak yang 

belum sempat terbayarkan. 

2. Kurangnya kesadaran wajib pajak 

Upaya yang dilakukan oleh DPKAD untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak 

dibayarkan untuk pembangunan daerah. Petugas mengatakan rajinnya 

seseorang dalam membayarkan pajaknya datang dari kesadaran dirinya 

sendiri dengan menanamkan pengetahuan atau rasa bersalah ketika tidak 

membayar pajak.  Selain sosialisasi, pihak DPKAD memberikan pelayan 

yang mudah bagi wajib pajak ketika membayar pajaknya, dengan 

meningkatkan mutu layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  

 

3. Adanya isu penghapusan pajak 

Upaya yang dilakukan oleh DPKAD untuk mengatasi isu yang 

bersifat hoaks, seperti penghapusan pajak dan lain-lain di dalam masyarakat, 

adalah bekerja sama dengan Satpol PP untuk turun langsung dan melakukan 

sosialisaasi untuk meningkatkan rasa saling percaya antara pemerintah dan 

masyarakat, khusunya wajib pajak untuk membangun kembali rasa saling 

percaya untuk wajib pajak. 

4. Tidak adannya timbal balik keuntungan bagi wajib pajak  

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang dipertanyakan oleh wajib 

pajak. Keuntungan apa yang akan diperoleh oleh wajib pajak setelah 

membayar pajak. Dalam peraturan pemerintah memang tidak ada 
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ditetapkannya hadiah maupun reward untuk wajib pajak, karena guna dari 

pembayaran pajak itu sendiri adalah untuk kemaslahatan masyarakat itu 

sendiri. Namun reward atau hadiah tersebut dapat diberikan oleh pihak 

DPKAD sebagai inovasi dari DPKAD sendiri untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak. 

5. Peraturan yang berlaku tidak dijalankan secara tegas  

Peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah belum dijalankan 

secara tegas. Hal ini terjadi ketika wajib pajak menunggak pembayaran pajak 

dan petugas tidak memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak tersebut. 

Petugas memberikan waktu untuk penundaan dalam membayar pajak namun 

hal ini disalahgunakan oleh wajib pajak dengan bersikap tidak kooperatif 

dalam membayar pajak. Untuk mengatasi hal ini, DPKAD melakukan upaya 

menindak tegas wajib pajak yang terlambat membayar pajak dan 

mengenakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mau membayar pajak. 

Di samping hal di atas, ada beberapa upaya lain yang dilakukan oleh 

DPKAD dalam meningkatkan pendapatan daerah yang diperoleh dalam pajak 

restoran:  

1. Membuat surat peringatan kepada wajib pajak yang tidak mau 

membayar pajaknya. 

2. Bekerja sama dengan kejaksaan dalam melakukan penagihan dan bagi 

pelaku yang menunda-nunda pajakanya untuk dibayar. 

3. Meningkatkan sistem dalam pengawasan di lapangan oleh petugas 

penagihan. 

4. Bekerja sama dengan kepolisian dalam menindak wajib pajak yang 

lalai. 

5. Meningkatkan kerja sama dengan wajib pajak, yaitu menjadikan 

mereka mitra kerja.  
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6. Memaksimalkan pemungutan pajak dari subjek dan objek pajak 

restoran yang sudah ditargetkan.
40

 

Dari faktor-faktor di atas, adapun kendala yang dihadapi oleh pihak 

DPKAD dalam pemungutan dan pencapaian target restoran, diantaranya: 

1. Masih minimnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. 

2. Masih banyak wajib pajak yang enggan melaporkan pajaknya. 

3. Wajib pajak masih banyak yang tidak jujur terhadap total omset yang 

diperoleh dalam menghitung pajak. 

4. Kurangnya MoU untuk target-target yang dinilai memiliki potensi 

sehingga optimalisasi penerimaan pajak daerah masih minim. 

5. Kurangnya petugas DPKAD yang turun ke lapangan, hal ini 

disebabkan jumlah petugas yang dimiliki hanya berkisar 4-5 orang.
41

 

 

E. Hambatan Pungutan Pajak dan Penanganannya  

 Hasil temuan di lapangan, ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak hanya sebatas penunggakan dalam membayar pajak. Salah seorang wajib 

pajak menyebutkan, mereka bukannya tidak membayar pajak, tetapi belum 

mampu dalam membayar pajaknya, dikarenakan omsetnya belum mencapai 

target dengan jumlah yang dilaporkan untuk membayar pajaknya. Omset yang 

diperoleh harus dibagi lagi dengan biaya listrik, air, dan gaji karyawan, belum 

lagi dengan ditambah sewa toko. Hal tersebut mengakibatkan ia telat membayar 

pajaknya kepada petugas, selain itu, ditambah denda karena tidak membayar 

pajak tepat waktu juga menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat 

ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
42

 Berdasarkan keterangan 

petugas, pemungutan pajak tidak bersifat memaksa dalam penarikan atau 
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pemungutannya. Petugas pemungutan pajak belum mampu mengawasi berapa 

omset dari sang owner, sehingga kesulitan untuk memberikan meringankan 

dalam penghitungan jumlah pajak yang dibebankan kepada owner restoran atau 

warungkopi yang omsetnya tidak mencapai target. Masalah lain, mereka tidak 

mempunyai hak dalam meringankan pembayaran pajak dan menerima protes 

ketidaksesuaian penghitungan pajak yang dihitung sendiri oleh owner.
43

  

 Hal di atas menjadi salah satu penghambat petugas pemungutan dalam 

memungut pajak, belum lagi penambahan denda yang harus dibayarkan ketika 

owner dari warkop atau restoran melakukan penunggakan dalam membayar 

pajaknya. Berdasarkan kesepakatan dari pihak owner dan petugas pemungutan 

pajak, ketika perjanjian itu dilanggar, maka dikenakan denda sebesar 10% dari 

jumlah omset setiap bulannya. Contoh apabila jumlah pajak owner tersebut 

Rp.1.000.000 dan dia meminta dispensasi dengan petugas dan membuat 

perjanjian 3 (tiga) bulan untuk bisa membayarkannya, tapi di bulan ke empat dia 

menunggaknya, maka pada bulan ke empat denda tersebut sudah aktif jadi 

bertambah 10%, dan akan terus bertambah 10% setiap bulannya ketika dia 

masih menunggak pajak tersebut. Ketika sudah terjadi kasus seperti ini, petugas 

turun ke lapangan untuk menagih denda kepada pihak owner yang tidak 

membayar pajak beserta dendanya. Biasanya pihak owner bersikeras tidak mau 

membayar denda tersebut, dengan berdalih bahwasannya denda tersebut tidak 

didasari hukum yang berlaku di Aceh, dan tidak sesuai dengan agama Islam. 

Pihak petugas tidak bisa memaksa owner dalam membayarkan denda atas 

keterlambatan, karena bertentangan dengan asas-asas pemungutan pajak, yaitu 

pajak tidak boleh dipungut untuk mengganggu kelancaran penjualan dan 

menghalangi penjualan, karena sifat pemungutan tidak boleh bersifat memaksa, 
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berdasarkan perjanjian yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak antara 

petugas pemungutan dan owner warung kopi/restoran.
44

  

 DPKAD Kota Lhokseumawe dalam menanggulangi kasus banyaknya 

wajib pajak tidak membayar pajak, bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri 

(Kejari) Lhokseumawe untuk memfasilitasi dan sekaligus sebagai pengacara 

dalam mendampingi penagihan pajak di sejumlah restoran yang ada di Kota 

Lhokseumawe. Dalam hal ini, untuk memproses kasus-kasus wajib pajak yang 

menunggak membayar pajak, kejaksaan melakukan pembukuan, pemeriksaan, 

dan penyidikan, proses ini tentu tetap dipandu oleh pihak DPKAD.
45

 

1. Pembukuan 

Dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 6 

disebutkan bahwa “Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan 

untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya 

tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan 

perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang 

diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan 

kewajibannya”. Pembukuan ini merupakan pembukuan yang dibuat setiap 

bulannya oleh wajib pajak. Pembukuan ini bukan hanya asal membuat catatan, 

tetapi harus ada buku kas yang diisi secara teratur oleh wajib pajak dan memuat 

segala mutasi keuangan yang mana dalam setiap bulannya ditutup. Bersamaan 

dengan itu, jika pengusaha menggunakan jasa-jasa bank, juga harus mempunyai 

buku bank dan laporan rekening koran yang harus disimpan dengan baik, juga 

harus ada buku penjualan dan pembelian, buku kreditor dan debitur yang setiap 

waktu dapat menunjukkan besarnya tagihan dan hutang. Pada akhir tahun, wajib 

pajak diwajibkan menyusun neraca (balance sheet) dan daftar laba rugi yang 

menggambarkan dengan jelas berapa laba yang diperoleh serta rugi yang 
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diperoleh. Dari daftar laba rugi ini dapat diketahui besarnya mutasi dari setiap 

pembukuan. 
46

  

Wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan untuk keperluan 

perpajakan ialah perseroan yang melakukan usaha, badan-badan koperasi yang 

menjadi subjek pajak, penghasilan, dan wajib pajak orang pribadi yang 

mempunyai modal sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000. Sementara itu di luar 

ketentuan tersebut, wajib pajak dapat melakukan pembukuan untuk menghitung 

laba yang kena pajak dan masa pembukuan tersebut berlaku selama 10 tahun.
47

 

Ancaman sanksi pidana selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan denda 

setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar, 

bagi mereka yang sengaja melakukan beberapa hal berikut yaitu: 

a. Memperlihatkan pembukuan atau dokumen  yang palsu yang dibuat 

seolah olah benar. 

b. Tidak melakukan pembukuan. 

c. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan atau dokumen lainnya 

kepada petugas yang bekerja berdasarkan ketentuan hukum.
48

  

 

2. Pemeriksaan 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Pasal 1 disebutkan bahwa 

pemeriksaan adalah “Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesionalisme berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan /atau untuk tujua dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah.” Dalam  menghadapi wajib pajak yang telah melakukan pembukuan, 

                                                             
46  Wawancara dengan Fandy & Ratna , Tanggal 17 Desember 2019 di Kantor DPKAD 

Lhokseumawe.   
47 Pudyatmoko, Y. S. Pengantar Hukum Pajak, (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 55. 
48

 Wawancara dengan Fandy & Ratna , Tanggal 17 Desember 2019 di Kantor DPKAD 

Lhokseumawe.    



49 

 

 

 

Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai instansi 

yang berwenang dalam bidang perpajakan diberi hak sepenuhnya oleh undang-

undang untuk mengadakan pemeriksaan pembukuan wajib pajak. Apabila 

terdapat keragu-raguan atau ketidaksesuaian dalam pembukuan, maka dirjen 

pajak menunjuk dan menugaskan seorang pejabatnya, yaitu akuntan untuk 

mengadakan pemeriksaan atas pembukuan wajib pajak yang salah. Pemeriksaan 

ini dilakukan secara menyeluruh, artinya pemeriksaan atas semua pembukuan 

wajib pajak sampai kepada bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar.
49

  

Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat usaha atau tempat tinggal wajib 

pajak, dan wajib diserahkan semua pembukuan wajib pajak beserta dasar-dasar 

buktinya untuk diperiksa di  KPP. Untuk keperluan permeriksaan, wajib pajak 

harus memberikan kesempatan petugas untuk memeriksa  dan memasuki semua 

ruangan yang dilakukan untuk usaha penyimpanan pembukuan dan bukti-bukti. 

Apabila melarang berarti tidak membantu pekerjaan petugas pajak, untuk hal ini 

petugas tidak dapat memaksakan hal tersebut, akan tetapi petugas pajak harus  

meminta bantuan kepada polisi untuk memasuki dan menyita buku-buku wajib 

pajak yang diperlukan oleh pemeriksa wajib pajak.
50

  

Pemeriksaan dilakukan untuk menemukan data-data yang sesuai dengan 

keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah 

sebagai berikut: 

a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar. 

b. Kesalahan hitung. 

c. Penggelapan penghasilan secara khusus. 

d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

3. Penyidikan  
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Penyidikan di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan penyidik 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan agar semua lebih 

jelas tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi. Selain itu, juga 

untuk menemukan tersangka serta mengetahui besar pajak terhutang yang 

diduga digelapkan.
51

  

Pada Pasal 1 angka 1 KUHP, disebutkan bahwa penyidikan di bidang 

perpajakan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang. Wewenang penyidik pejabat pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 

8 Tahun 2007 pada Pasal 1 sebagai berikut: 

a. Melakukan penelitian atas kebenaran atau meminta keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan dalam bidang 

perpajakan. 

b. Melakukan penelitian terhadap orang yang digugat melakukan tindak 

pidana di bidang perpajakan. 

c. Meminta keterangan dan menemukan bahan bukti dari orang atau 

badan berhubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan di 

bidang perpajakan. 

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, perncatatan, dan dokumen-

dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana yang diduga 

dilakukan dalam bidang perpajakan. 

e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan 

bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokunmen lain serta 

melakukan penyitaa terhadap bahan yang dapat dijadikan bukti dalam 

perkara tindak pidana di bidang perpajakan. 

Terkait dengan penunggakan pajak, DPKAD Lhokseumawe telah 

melakukan penindakan bagi wajib pajak yang sengaja tidak mau membayar 
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pajak. Hal ini terbukti dari beberapa kasus yang terjadi, ada beberapa wajib 

pajak yang tidak mau membayar kewajiban pajaknya. DPKAD kemudian 

bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe untuk memproses kasus 

tersebut. Kemudian, ada juga wajib pajak yang terus menunggak pembayaran 

pajak hingga pemungutan tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan, dan 

kejaksaan yang akan memungut pajak tersebut. Jika wajib pajak terus 

menunggak, maka akan diproses secara hukum. Pihak DPKAD juga 

menyebutkan bahwa sejauh ini masih ada wajib pajak yang menunggak pajak 

atau pajak terhutang sekitar 3 hingga 4 tahun lamanya, tentu DPKAD telah 

melakukan kebijakan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.
52

 

 Kesimpulan pada bab ini adalah DPKAD telah melaksanakan 

pemungutan pajak sesuai dengan yang tertulis di dalam Qanun Kota 

Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 namun belum sepenuhnya dijalankan. 

Banyak wajib pajak yang tidak mematuhi aturan qanun tersebut, wajib pajak 

banyak melakukan penunggakan dan petugas sering memberikan dispensasi 

waktu kepada wajib pajak. Hal ini berpengaruh terhadap penurunannya 

pemasukan pajak daerah dan target pajak restoran yang telah direncanakan tidak 

terealisasi. Setelah dilakukan wawancara terhadap 15 wajib pajak dari tiga 

kecamatan diperoleh faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak menunggak 

dalam membayar pajak, faktor tersebut adalah kurangnya omset, kurangnya 

kesadaran wajib pajak, adanya isu penghapusan pajak, tidak adanya timbal balik 

keuntungan bagi wajib pajak, dan peraturan yang berlaku tidak dijalankan secara 

tegas. DPKAD harus melakukan beberapa upaya untuk meminimkan faktor-

faktor tersebut. Hal lainnya yang dilakukan DPKAD adalah berkerja sama 

dengan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe untuk menindak lanjuti wajib pajak 
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terhutang yang masih tidak mau membayar hutang pajak dan akan diproses lebih 

lanjut secara hukum.



52 

 

 

 

BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, berikut kesimpulan 

dan saran yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Lhokseumawe yang 

dilakukan berdasarkan perubahan Qanun Nomor 3 Tahun 2018 belum 

berjalan secara maksimal. Hal ini mengakibatkan menurunnya pendapatan 

pajak restoran dari target yang telah ditetapkan. Banyak wajib yang belum 

sadar akan kewajiban untuk membayar pajaknya, sehingga menunda 

pembayaran pajak. Dalam penagihannya, petugas DPKAD memberikan 

waktu tambahan kepada wajib pajak dalam membayar pajaknya, dan 

memberikan sanksi denda.  

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak di Kota 

Lhokseumawe, yaitu kurangnya omset, kurangnya kesadaran wajib pajak, 

adanya isu penghapusan pajak, tidak adanya timbal balik keuntungan bagi 

wajib pajak, dan peraturan yang berlaku tidak dijalankan secara tegas, 

serta kurangnya SDM petugas yang turun ke lapangan.  

3. Dalam menangani wajib pajak terhutang, DPKAD Kota Lhokseumawe 

bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe untuk 

memfasilitasi dan sekaligus sebagai pengacara dalam mendampingi 

penagihan pajak terhutang. Untuk memproses kasus-kasus wajib pajak 

terhutang. 
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B. Saran 

1. Diharapkan kepada petugas DPKAD untuk lebih sering memberikan 

sosialisasi mengenai kewajiban membayar pajak, sehingga membuat wajib 

pajak sadar dalam membayar pajaknya. 

2. Untuk menangani faktor-faktor yang menghambat wajib pajak membayar 

pajaknya, DPKAD perlu melakukan musyawarah untuk mencari solusi 

dalam mengatasi hal tersebut. 
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